BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam
Bab II, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim sebagai pengambil keputusan
dalam suatu perkara pidana memiliki kewenangan menilai keterangan saksi
berdasarkan aspek kesesuaian dengan berita acara persidangan dan alat bukti
lain, dalam suatu perkara pidana hakim memiliki tanggung jawab untuk
mengidentifikasi dan menangggapi keterangan palsu yang diberikan oleh
saksi.

Dalam menilai keterangan yang diberikan saksi benar ataupun tidak,
hakim menyesuaikan keterangan yang diberikan saksi yang terdapat dalam
berita acara pemeriksaan dengan kesaksian yang diucapkan di persidangan
apakah ada kesesuaian fakta atau tidak, bila kesaksian tersebut berbeda
dengan  yang ada dalam berita acara pemeriksaan maka hakim
mengingatkan saksi akan hal tersebut, hakim juga menyesuaikan
keterangan saksi yang diberikan apakah memiliki kesaamaan atau tidak
dengan keterangan saksi — saksi lain yang ada bila adanya perbedaan
keterangan dengan saksi lain maka dapat muncul sangkaan bahwa
keterangan yang diberikan saksi tersebut merupakan keterangan palsu.

Pasal 242 KUHP sebagai bentuk penerapan sanksi terhadap saksi

yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana. Pasal 242 KUHP
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merupakan bentuk sanksi tegas kepada saksi yang memberikan keterangan
palsu di bawah sumpah. Dengan adanya pasal 242 KUHP diharapkan
memberikan efek jera bagi saksi yang memberikan keterangan palsu dalam
perkara pidana .
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran
bahwa Hakim dalam menilai saksi yang melakukan keterangan
palsu dalam perkara pidana harus benar — benar teliti dengan
memperhatikan kesaksian yang diberikan oleh setiap saksi agar para
saksi yang memberikan keterangan di persidangan tidak merugikan
pihak — pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana sehingga
kefektivitas serta keefisiensi suatu perkara pidana dapat terjaga
dengan baik.
Saran yang diberikan dalam penulisan hukum ini semoga
dapat berguna bagi aparat penegak hukum schingga dapat
mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam proses perkara

pidana.
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